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WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 500/Kep.975-BagEk /2024
TENTANG

RENCANA AKSI PROGRAM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM

Menimbang

NEGERI KOTA BANDUNG TAHUN 2024

WALI KOTA BANDUNG,

a. bahwa untuk melaksanakan Intruksi Presiden Nomor
2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan
Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha
Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka
Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan
Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah, Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat telah
melakukan pengujian Indeks Kepatuhan Peningkatan
Penggunaaan Produk Dalam Negeri (P3DN) di
Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2023;

b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Perwakilan Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan
Provinsi Jawa Barat Nomor PE.04.03-
783/PW10/5.2/2023 tanggal 22 Desember 2023, hasil
Indikator Roadmap Strategi P3DN dan Produk Usaha
Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi, skor indeks
kepatuhannya belum memenuhi capaian skor indeks
yang seharusnya;

c. bahwa Peta Jalan Program Peningkatan Penggunaan
Produk Dalam Negeri Kota Bandung Tahun 2023-2026
telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota
Bandung Nomor 500/Kep.1905-BagEk/2023, namun
untuk memberikan panduan dalam
mengimplementasikan formulasi kebijakan yang telah
dituangkan dalam bentuk program kerja perlu disusun

rencana aksi;



Mengingat

d. bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Rencana
Aksi Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam
Negeri Kota Bandung Tahun 2024,

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,
Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-
Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950
(Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan
Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 551);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



Memperhatikan

1.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888}
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/M-
IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan
Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 45);

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota
Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung
Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Bandung (Lembaran Dacrah Kota
Bandung Tahun 2021 Nomor 3);

Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Tim Nasional Peningkatan Penggunan Produk dalam
Negeri;

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam
Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan
Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan
Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat Nomor
PE.04.03-783/PW10/5.2/2003 tanggal 22 Desember
2023 Hal Laporan Hasil Pengukuran Baseline Indeks
Kepatuhan P3DN di Lingkungan Pemerintah Kota
Bandung Periode Semester 2 Tahun Anggaran 2023;



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

MEMUTUSKAN:

Rencana Aksi Program Peningkatan Penggunaan Produk
Dalam Negeri Kota Bandung Tahun 2024.

Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU selanjutnya disebut Rencana Aksi P3DN Tahun
2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

Rencana Aksi P3DN Tahun 2024 sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA, merupakan panduan bagi setiap
Anggota Tim P3DN Kota Bandung dan seluruh Perangkat
Daerah, RSUD, RSKGM serta BUMD di Lingkungan
Pemerintah Kota Bandung dalam Pelaksananaan Program
P3DN periode Tahun 2024.

Pencapaian target Rencana Aksi P3DN Tahun 2024
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU agar
dilaporkan oleh setiap Perangkat Daerah, RSUD, RSKGM
dan BUMD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung
setiap triwulan kepada Wali Kota Bandung melalui Kepala
Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung
selaku Koordinator Sekretariat Tim P3DN Kota Bandung.
Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan
kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Bandung.

Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 11 Juli 2024
Pj. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya

N

. N97 8De04 200604 1 002



LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 500/Kep.975-BagEk/2024

TENTANG

RENCANA AKSI PROGRAM PENINGKATAN
PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
KOTA BANDUNG TAHUN 2024

RENCANA AKSI PROGRAM P3DN TAHUN 2024
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TTD.
BAMBANG TIRTOYULIONO
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